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Abstrak: Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu berperan sebagai pemikir, perencana,
penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan sekaligus
berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu
sendiri.Badan Informasi dan Komunikasi Sumatera Utara berupaya memberikan
layanan informasi dan komunikasi baik ke dalam maupun keluar. Informasi berupa
penjelasan dan gambaran kepada masyarakat tentang pembangunan, peristiwa dan
kejadian di daerah Sumatera Utara. Di samping itu komunikasi yang dilakukan antar
instansi dan informasi yang diberikan berguna sebagai masukan bagi pimpinan
dalam mengambil suatu keputusan ataupun kebijaksanaan.Persoalan utama yang
muncul sebagai konsekwensi dari pengalihan nama dan struktur organisasi Badan
Informasi dan Komunikasi tersebut adalah berkenaan dengan sistem manajemen dan
tata urutan kerja para pegawai. Pegawai yang selama ini berada di bawah
pengendalian Departemen Penerangan (Menteri Penerangan), saat ini sudah menjadi
Badan tersendiri yang secara struktural dan sistem administrasi tentu sedikit
banyaknya Mengalami perbedaan baik dalam hal wewenang, tugas dan fungsi
dengan lembaga sebelumnya.Fokus penelitian ini adalah pada manajemen
pembinaan yang digunakan di Kantor Badan Informasi dan Komunikasi Sumatera
Utara, dan bentuk kerjasama Badan Informasi dan Komunikasi dengan instansi lain
dan dengan masyarakat sehingga dinilai cukup berhasil menyampaikan informasi
dan membina komunikasi pembangunan.

Kata Kunci : Manajemen Pembinaan dan Pegawai Negeri Sipil

Abstrack: Civil Servant as civil servants and public servants has a very important
role, which acts as a thiniker, planner, driving com munity participation in the
development process, and once served as controller and supervisor of the
implementation of the development of Information and Communication sendiri.
Badan North Sumatra seeks to provide services information and communication bth
inside and out. A description and picture information to the public about the
development, events and happenings in the area of North Sumatra. In addition to
communications made between institutions and the information provided is useful as
an input to the leardership in taking a decision or major kebijakan. Persoalan
arising as a consequence of the transfer of the name and organizational structure of
the Agency for Information and Communication concerns the management and
governance sytems working order employees. Employees who have been under the
control of the Ministry of Information (Ministry of Information), is now a separate
agency that is structurally and administrative systems certainly somewhat
Experiencing differences inboth powers, duties and functions of the institude
sebelumnya. Fokus this research is on management coaching is used in the Office of
information and communications of North Sumatra, and forms of cooperation
Agency of information and communication with other agencies and with the
community that is considered quite succeeded in conveying information and foster
communication development.

Keywords : Management Development and Civil Servants.
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PENDAHULUAN

Sesuai laju
perkembangan pelaksanaan
pembangunan nasional, terutama pada
era globalisasi, liberalisasi
perdagangan, dan terutama menghadapi
tantangan era reformasi di segala
bidang dalam penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan tugas-tugas
pembangunan, merupakan tantangan
yang sangat berat bagi pegawai sebagai
aparatur pemeriantah.

Pegawai Negeri Sipil sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat
mempunyai peranan yang sangat
penting, vyaitu berperan  sebagai
pemikir, perencana, penggerak
partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, dan sekaligus berperan
sebagai pengendali dan pengawas
pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Untuk mewujudkan suatu kondisi
kerja yang harmonis, memahami sistem
adiniinistrasi negara yang baik dan

dengan

memiliki  keterampilan  organisasi
manajemen yang tinggi, seluruh
pegawai dituntut memiliki

keterampilan dan kemampuan yang
prinia agar dapat menjalankan tugas,
hak, wewenang dan tanggung jawab
dengan sebaik-baiknya serta dengan
cara yang setepat-tepatnya.

Maka dibutuhkan adanya suatu
strategi manajemen yang baik sebab
manajemen pada prinsipnya adalah
mengarahkan orang lain untuk berbuat
dan mampu melakukan yang terbaik
untuk organisasinya demi pencapaian
tujuan. Dharma (1985 : 1) menyatakan
manajemen adalah “proses koordinasi
penampilan kerja atau pencapaian hasil
melalui orang lain”.

Semakin berkembang organisasi,
maka kegiatan manajemen juga
bertambah. Demikian juga ruang
lingkup serta sistem manajemen
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semakin luas dan rumit. Terjadiriya
hambatan dalam manajemen pegawai
juga disebabkan oleh tersumbatnya
sistem koordinasi kerja dan macatnya
saluran komunikasi.

Setiap organisasi merencanakan
dan  membentuk  satu  strategi
manajemen agar sesuai  dengan
kebutuhan terutama ditujukan untuk
memperlancar  proses pengambilan
keputusan.  Selam  itu  dengan
manajemen diharapkan agar orang lain
melakukan kegiatan seperti apa yang
dikehendaki pimpinan. Dengan
koordinasi kerja diharapkan pula agar
segala ketidakpastian menjadi pasti dan
orang melakukan kegiatan tanpa
keragu-raguan. Dengan  koordinasi
orang memperoleh kepastian dalam
melaksanakan tindakan yang
dikehendaki orang lain.

Badan Informasi dan Komunikasi
Sumatera Utara merupakan badan
tersendiri yang dibentuk pemerintah
sebagai pengganti Departmen
Penerangan berperan sebagai pusat
informasi dan komunikasi di daerah
yang melakukan kegiatan pengumpulan

data,  pengolahan,  penyinipanan,
penyajian dan menyampaikan
informasi baik kepada  antar
departemen instansi maupun
penyampaian informasi kepada
masyarakat. Jadi, Informasi dan
Komunikasi  memberikan  layanan
informasi kepada organisasinya sendiri,
kepada organisasi lain  maupun

masyarakat di luar organisasi.

Badan Informasi dan Komunikasi
Sumatera Utara berupaya memberikan
layanan informasi dan komunikasi baik
ke dalam maupun keluar. Informasi
berupa penjelasan dan gambaran
kepada masyarakat tentang
pembangunan, peristiwa dan kejadian
di daerah Sumatera Utara. Di samping
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itu komunikasi yang dilakukan antar
instansi dan informasi yang diberikan
berguna  sebagai masukan  bagi
pimpinan dalam mengambil suatu
keputusan ataupun kebijaksanaan.
Persoalan utama yang muncul
sebagai konsekwensi dari pengalihan
nama dan struktur organisasi Badan
Informasi dan Komunikasi tersebut
adalah  berkenaan dengan sistem
manajemen dan tata urutan kerja para

pegawai. Pegawai yang selama ini
berada di bawah  pengendalian
Departemen  Penerangan  (Menteri

Penerangan), saat ini sudah menjadi
Badan tersendiri yang secara struktural
dan sistem administrasi tentu sedikit
banyaknya Mengalami perbedaan baik
dalam hal wewenang, tugas dan fungsi
dengan lembaga sebelumnya.

Sebagai suatu badan yang baru
dibentuk, ternyata ada beberapa
permasalahan yang diliadapi oleh
Bainfokom Sumatera Utara dalam
melaksanakan peran dan fungsinya
sebagai pusat informasi atau lembaga
humas di daerah Sumatera Utara.
Masalah tersebut antara lain: (a)
Kebijakan pemerintah “open sky
policy”, dapat menyebabkan sistem
informasi internasional yang terbuka
bebas, berdampak ‘negatif” pada pola
kehidupan masyarakat; (b) Supremasi
hukum dalam bidang informasi dan
komunikasi belum jelas dan belum
sepenuhnya dilaksanakan; (c) Semakin
turunnya  kepercayaan  masyarakat
terhadap informasi pemerintah; (d)
Semakin renggangnya hubungan antara
pemerintah  dan  masyarakat; (e)
Kurangnya pendidikan teknis,
menyebabkan tingkat keterampilan
Sumber Daya Manusia bidang
informasi dan komunikasi rendah; dan
(f) Merebaknya isu disintegrasi bangsa,
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melalui informasi-informasi yang tidak
bertanggung jawab.
Berdasarkan gejala-gejala yang

disebutkan di atas sebagai hasil
observasi partisipasi, maka peneliti
tertarik  untuk  meletakkan  fokus

penelitian ini pada: (1) Manajemen
pembinaan yang digunakan di Kantor

Badan Informasi dan Komunikasi
Sumatera Utara dan (2) Bentuk
kerjasama Badan Informasi dan

Komunikasi dengan instansi lain dan
dengan masyarakat sehingga dinilai
cukup berhasil menyampaikan
informasi dan membina komunikasi
pembangunan.

B. METODOLOGI PENEL1TIAN
Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Hal ini didasarkan atas
pertinibangan karena ingin meng-
ungkapkan objek penelitian. Spradky
(1980:102) mengatakan bahwa
penelitian kualitatif lebih tepat pada
penelitian perilaku/budaya pada satu
situasi sosial. Demikian pula Wilhian
1989) menyatakan bahwa, penelitian
kualitatif merupakan metode yang
efektif untuk mengetahui: (1) makna-
makna perilaku individu, (2) deskripsi
suatu situasi sosial dan interaksinya
yang kompleks vyang dilakukan
individu,  (3) pengkajian  untak
menemukan informasi baru, (4) fokus
yang mendalam dan rinci dan sesuatu
yang terbatas jumlahnya, (5) diskripsi
dan fenomena yang digunakan untuk

menyusun teori, (6) fokus pada
interaksi individu dan prosesnya, (7)
uraian yang dengan konteks dan

kesimpulan.
Dalam penelitian ini  penulis
menggunakan metode utama yaitu

wawancara, studi  dokumen dan
observasi, agar maknanya dapat
ditangkap secara benar dan baik
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Moleong (1991: 97) mengatakan
bahwa penelitian kualitatif itu berakar
pada latar alainiah sebagai keutuhan
mengandalkan manusia sebagai alat
penelitian ~ memanfaatkan  metode
kualitatif, mengadakan analisis data
secara induktif, mengarahkan sasaran
penelitiainiya pada usaha menemukan
teori  dasar, bersifat  deskriptif,
mementingkan proses daripada hasil,
membatasi  studi  dengan  fokus,
memiliki seperangkat kriteria untuk
memeriksa keabsahan data, rancangan
penelitiannya bersifat sementara, dan

hasil penelitiannya disepakati oleh
kedua belah pihak, penuiis dan subjek
penelitian.

Dalam  penelitian ini  yang

menjadi sasaran atau objek penelitian

adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil

pada kantor Badan informasi dan

Komunikasi Sumatera Utara. Yang

dijadikan sebagai sumber informasi

adalah: (1) Kepala Badan Informasi
dari Komunikasi sebagai informan

kunci, (2) para Kepala Bagian, (3)

pegawai, (4) Pegawai Instansi

pemerintah  terkait lainnya, (5)

masyarakat yang menggunakan jasa

layanan kantor Badan Informasi dan

Komunikasi Sumatera Utara. Jumlah

informan dapat berkembang sesuai

dengan kebutuhan.
Fokus penelitian ini ditujukan
pada dua persoalan yaitu:

1. Cara yang dilakukan pimpinan pada
kantor Badan Informasi dan
Komunikasi Sumatera Utara dalam
menerapkan prinsip-prinsip
manajemen perkantoran sehingga
dapat menjalankan fungsi dan
perannya secara baik.

2. Bentuk kerjasama yang dilakukan
Badan Infonasi dan Komunikasi
Sumatera Utara dengan instansi lain
dan dengan masyarakat sehingga
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tugas Bainkom dapat terlaksana

dengan baik.

Berdasarkan pemahaman ter-
hadap pendapat Spradly (1980),
Bogdan dan Bikien (1982), Faisal

(1990), Miles dan Huberman(1982),
langkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu: (1) menentukan
situasi sosial, (2) melakukan observasi
di lapangan, (3) menentukan teknik
pengumpulan data, (4) menentakan
teknik analisis data, (5) merumuskan
temuan, (6) membuat laporan hasil
penelitian.

Analisis data dalam penelitian
kualitatif ini berlangsung secara siklus
dan dilakukan sepanjang proses
penelitian. Spradly (1980)
menjelaskan: “inorder to discover to
cultural pattern of any social situation,
you must undertake and intensive
analysis of your data before
proceedirig further”. Untuk itu sejak
awal penelitian, maka peneliti sudah
harus memulai pencarian arti, pola
tingkah laku subjek, penjelasan-
penjelasan, konfirmasi-konfirmasi yang
mungkin terjadi, alur kausal dan
mencatat keteraturan.

Adapun analisis data penelitian
ini menggunakan analisis data kualitatif
model interaktif dan Miles dan
Huberman yang diterjemahkan oleh
Rohidi (1992) yang prosesnya terdiri
dari : (a) reduksi data, (b) penyajian
data, (3) kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Lokasi Badan Informasi dan
Komunikasi (Bainfokom)
Sumatera Utara
Lokasi Kantor Badan Informasi
dan Komunikasi Sumatera Utara
terletak pada dataran rendah dengan
ketinggian 2 m dan permukaan laut.
Kantor Bainfokom terletak di jalan H.
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Muhammad Said No. 27 kelurahan
Durian Kecamatan Medan Tiniur Kota
Medan dengan luas areal seluruhnya
1.460 m2.

Batas tanah dan lokasi daerah
Kantor Badan Informasi dan
Komunikasi (BAINFOKOM) Sumatera
Utara Medan adalah: (1) Sebelah
Timur berbatasan dengan jalan H.
Muhammad Said ( dahulu JL Durian),
(2) Sebelah Barat berbatasan dengan
Jalan Parada Harahap. Sebelah Utara
berbatasan dengan Kantor Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPPEDAL), dan (3) Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kejaksaan Negeri
Medan.

1. Tugas dan Fungsi

Badan Informasi dan
Komunikasi Sumatera Utara mem-
punyai tugas utama membantu Kepala
Daerah dalam bidang informasi dan
komunikasi. Untuk dapat melaksana-
kan tugas pokok di atas, Badan
informasi dan Komunikasi menye-
lenggarakan fungsi: (a) Menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis

dalam lingkup  informasi  dan
komunikasi, (b) Menyelenggarakan
pembinaan  pengembangan, humas

pimpinan, kelembagaan dan layanan
informasi dan komunikasi, dan (c)
Melakukan pengkajian dan evaluasi
penyelenggaraan informasi dan
komunikasi.

Namun dalam penelitian ini
khusus pada penyelenggaraan pem-
binaan pengembangan, humas pimpin-
an, kelembagaan dan layanan informasi
dan komunikasi.

2. Strategis Program Pengembangan
Bainfokom Sumatera Utara

Strategis Bainfokom Sumatera

Utara merupakan penjabaran visi, misi

yang menggambarkan program dan

EducanduM

Volume: VIII Nomor: 2 Edisi: Desember 2015

rencana kegiatan Bainfokom Sumatera
Utara untuk masa linia tahun anggaran.
Rencana Strategis Program Bainfokop
ini adalah dokumen resini lembaga
yang mengacu pada Rencana Strategis
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
(RENSTRA SU) yang telah ditetapkan
dengan  Peraturan  Daerah  dan
merupakan  bagian  yang tidak
terpisahkan dan Program Pembangunan
Daerah Propinsi Sumatera Utara.
Kebijakan pengembangan
informasi, komunikasi dan media
massa diarahkan pencapaian tujuan dan
sasarannya pada (a) Penegakan hukum
dan Peraturan Daerah dalam bidang
informasi dan komunikasi, sebagai
dasar hukum penyelengasraan
pembangunan bidang informasi dan
komunikasi, (b) Peningkatan kualitas
SDM Infokom sehingga mampu
melayani tuntutan kebutuhan informasi
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
dan masyarakat, (c) Pengembangan dan
pemantapan layanan informasi
Sumatera Utara, (d) Pengembangan
dan pemantapan media Infokom dan
teknologi infokom yang mendukung

pelayanan informasi pemerintah
kepada masyarakat dan  wadah
penampung masukan dan masyarakat
kepada pemerintah, dan (e)

Peningkatan kuantitas dan kualitas
program infokom yang menyentuh
kepentingan ~ Pemerintah  Propinsi
Sumatera Utara dan masyarakat.
Adapun program pengembang-
an Bainfokom Sumatera Utara untuk
tahun anggaran 2001 - 2005 adalah (a)
Pembentukan dan  penyempurnaan
Peraturan Daerah yang berkaitan
dengan informasi, komunikasi dan
media massa, (b) Pengembangan
kualitas SDM di bidang informasi dan
komunikasi, (c) Pelaksanaan stiniuisi
dan bantuan kerjasama pelayanan
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informasi lembaga-lembaga Infokom,
(d) Peningkatan eksplorasi informasi,
penelitian, pengkajian dan pencarian
fakta, untuk pengembangan dan
pemantapan program, (e)
Pembangunan dan pengembangan tata
dan media pelayanan informasi
Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota,
(f) Pengembangan dan peningkatan
pelayanan olah kaji, dokumentasi dan
Front Office Informasi, (g) Pengem-
bangan dan peningkatan pelayanan
Press Centre Informasi, (h) Pengem-
bangan dan peningkatan pelayanan
informasi antar instansi, (i) Pengem-
bangan dan peningkatan pelayanan
preview film, (j) Pengembangan dan
peningkatan pelayanan multi media
informasi mendukung e-Government,
(k) Pengembangan dan peningkatan
pelayanan  informasi  mobil, (I)
Pengembangan  dan  peningkatan
pelayanan informasi radio Sumatera
Utara, dan (m) Pengembangan dan

peningkatan  pelayanan  informasi
media tradisional.
Temuan Khusus dalam

penelitian ini diarahkan pada upaya
mengungkapkan hasil penelitian di
lapangan yang berpedoman pada dua
fokus penelitian, yakni; a) cara yang
dilakukan kepala kantor Bainfokom
sebagai pimpinan dalam menerapkan
prinsip-prinsip manajemen perkantor-
an, dan b) bentuk kerjasama yang
dilakukan Bainfokom Sumatera Utara
dengan instansi dan dengan masyarakat
sehingga tugas Bainfokom terlaksana
dengan baik.

Kepala Badan Inforniasi dan
Komunikasi sebagai seorang manajer
selalu berusaha membina dan mengem-
bangkan organisasi Bainfokom guna
terciptanya hubungan kerja yang baik
dan tercapainya tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan.
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Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Badan Informasi dan
Komunikasi Propinsi Sumatera Utara

tentang  penerapan  prinsip-prinsip
manajemen  pegawai  menyebutkan
bahwa: Prinsip-prinsip manajemen

kepegawaian yang saya terapkan pada
kantor Bainfokom Sumatera Utara
tidak jauh berbeda dengan penerapan
prinsip manajemen pegawai Yyang
berlaku pada umumnya yaitu meren-
canakan, mengorganisir, menggerak-
kan, mengawasi, dan mengevaluasi.
Disamping itu. Saya tetap berpedoman
pada tupoksi yaitu tugas pokok dan
fungsi kepala Badan yang telah
ditetapkan dalam keputusan Gubernur
Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan sistem
perencanaan program, Kepala Badan
bersama Kepala Bidang Program
menyusun Rencana Strategis sebagai
arah kebijakan umum Bainfokom untuk
masa 5 (lima) tahun. Hasil wawancaraa
dengan Drs. M. Nurman Siregar
sebagai Kepala Bidang Program
menjelaskan: Rencana strategis Badan
Informasi dan Komunikasi Propinsi
Sumatera Utara merupakan penjabar-
an visi, misi yang menggambarkan
tujuan, strategi, program dan rencana
kegiatan Bainfokom Propinsi Sumatera
Utara yang dilaksanakan selama limia
tahun anggaran. Rencana strategis
Bainfokom mengacu pada pelaksanaan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
nomor 108 Tahun 2000 tentang cara
pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Selain itu beracuan juga pada Instruksi
Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang
AKIP yakni Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Pedoman
khususnya adalah Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Utara nomor 7
Tahun 2001 tentang Rencana Strategis
Propinsi  Sumatera Utara yang
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disingkat RENSTRA SU tahun 2001
sampai 2005.

Berdasarkan hasil wawancara di
atas menunjukkan bahwa strategi
perencanaan manajemen tetap
berpedoman pada peraturan pemerintah
pusat sebagai peraturan tertinggi,
kemudian undang-undang yang ber-
hubungan dengan kewenangan
pemerintah dan kewenangan propinsi
sebagai daerah otonom, pada gilirannya
melahirkan Perda sebagai pedoman
khusus di daerah yang menjadi
pedoman bagi Kepala-kepala Dinas
atau Kepala Badan untuk menyusun

rencana  strategis  masing-masing
institusi yang dipinipinnya.

Menurut Kepala Bainfokorn
mengatakan bahwa: Umumnya

pegawai apabila diperintahkan secara
singkat untuk melaksanakan pekerjaan
yang sukar, kebanyakan dan mereka
lebih suka untuk angkat tangan. Namun
bila pekerjaan diperintahkan dengan
cara yang tepat dan mengutamakan
prinsip keadilan atau pembagian kerja
yang semabang, hal ini memberikan
gambaran lain dan semangat kerja
dapat lebih didorong.

Menurut Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi menjelas-
kan bahwa: Keharusan bagi pegawai
bidang informasi dan komunikasi
mengetahui teknologi canggihbidang
informatika diperoleh lewat latihan-
latihan, pendidikan dan kursus-kursus
baik yang diadakan atas biaya dikiat,
biaya pemda, biaya pemerintah pusat,
maupun atas biaya lembaga internasio-
nal. Kemudian tempat pendidikan,
kursus maupun latihan ada kalanya th
dalam lingkup Bainfokom Sumatera
Utara, ada juga yang diadakan di luar
propinsi inisalnya di Bandung, dan
pernah  beberapa kali mengirim
pegawai ke negara tetangga seperti
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Malaysia dan  Singapura untuk
memperdalam bidang inbformatika
komunikasi dan multi media.

Badan juga memberi kesempatan yang
seluas-luasnya kepada pegawai

atau staf untuk melanjutkan kuliah ke
jenjang yang lebih tinggi. Hal ini
ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan teknis para pegawai dalam
melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan penjelasan dan
pengakuan para responden di atas
menujukkan bahwa dalam melaksana-
kan tugas manajemen kepegawaian,
kepala Bainfokorn Sumatera Utara
berusaha terbuka, siap menerima
keluhan dan masukan dan kepala-
kepala bagian dan staf bawahan dengan
tetap melakukan komunikasi dan
koordinasi yang dibangun atas dasar
kedisiplinan dan rasa kekeluargaan.

Tidak hanya itu, pembinaan dan
peningkatan kesejahteraan PNS di
lingkungan Bainfokom Sumatera Utara
juga mendapat perhatian serius dan
Kepala Bainfokom. Dikatakan oleh
Kepala Bainfokom bahwa: Saya selalu
memperhatikan  persoalan-persoalan
yang menyangkut  kesejahteraan
Pegawai negeri sipil di lingkungan
kantor saya. Tidak hanya kesejah-

teraan  jasmani, namun  juga
kesejahteraan rohani. Kesejahteraan
rohani saya berikan seperti

menghargai pegawai, dorongan untuk
berprestasi dan mengaktualisasikan
diri mereka, termasuk bagi yanga
beragama Islam setiap hari Kamis
saya hidupkan pengajian  rutin
Pegawai yang dilangsungkan di
mushalla kantor yang cukup luas
dengan menghadirkan para ustadz dan
IAIN, dan UISU dan Dewan Dakwah
Islam Sumatera Utara. Saya tidak
pernah mempersulit pegawai yanga
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mengurus kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, pengurusan
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri,
Asuransi Kesehatan (Askes),
Peminjaman uang ke bank dan yang
lain. Bahkan saya memberikan
kesempatan pada pegawai saya untuk
penyediaan rumah murah dengan
bekerjasama dengan para developer
maupun Bapeltarum.

Peningkatan kesejahteran
pegawai tentunya akan berpengaruh
terhadap motivasi dan semangat kerja
pegawai, sebab mereka bekerja dengan
perasaan senang dan kebutuhannya
secara fisiologis dan psikologis dapat
terpenuhi.

Setiap organisasi pasti melak-
sanakan  fungsi komunikasi  dan
informasi sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Dalam hal ini, PP
Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom telah menetapkan bahwa
penyusunan sistem informasi menjadi
kewenangan generik artinya merupa-
kan kewenangan yang melekat pada
masing-masing bidang pernerintahan.
Selanjutnya hal uu ditegaskan kembali
dalam Keputusan Presiden yang
mengatur  kelembagaan kementrian,
Departemen, dan Lembaga Peme-
rintahan Non Departemen (LPND)
bahwa masing - masing lembaga
tersebut mempunyai  kewenangann
penyusunan sistem inforrnasi sesuai
bidang tugasnya.

Dalam rangka mewujudkan
suatu sistem informasi nasional yang
solid, maka setiap instansi baik di pusat
maupun di daerah merupakan simpul-
simpul informasi sebagai subsistem
yang saling mendukung dalam rangka
pemberian pelayanan kepada
masyarakat dari dunia usaha.
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Masih  menurut  penjelasan
Kepala Bainfokom Sumatera Utara
mengatakan bahwa: Di era otonomi
daerah saat ini. pemerintah pusat lebth
banyak berperan sebagai perumusan
dan  penetapan kebijakan  yang
difokuskan pada norma dan prosedur.
Oleh karena itu agar tetap terjalin
benang merah antara kebijakan di
pusaat dan pelaksanaan di daerah,
telah ditetapkan suatu mekanisme
hubungan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.

Tanggung jawab dan fungsi
utama dalam meningkatkan kerjasama
dengan instansi lain  maupun
masyarakat lebih  banyak berada
dipundak Kabid Hubungan Kelem-
bagaan dan Kabid Informasi &
Komunikasi Kemasyarakatan. Menurut
penjelasan Kabid Hubungan Kelem-
bagaan pada kantor Bainfokom
Sumatera Utara mengatakan bahwa:
Dalam melaksanakan tugas menjalin
hubungan dengan lembaga kehumasan
saya dibantu oleh tiga orang Kepala
Sub Bidang, yakni kasubbid kerjasama
lembaga kehumasan, kasubbid
lembaga penerbitan & pers serta
kasubbid komunikasi sosial. Tujuan
utama menjalin kerjasama dengan
lembaga kehumasan pada instansi lain
adalah terbangunnya sistem informasi

nasional yang handal dan dapat
memberikan kontribusi yang besar
dalam upaya mewujudkan good
govermance.

Masih menurut Kepala Badan
Informasi dan Komunikasi Sumatera
Utara mengatakan bahwa bentuk
kerjasama yang dilakukan Bainfokom
SU dengan instansi pemerintah lainnya
dan  masyarakat dalam  rangka
menyebarluaskan  informasi  pem-
bangunan antara lain:
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- Layanan olah kaji yang menangani
berita miring Gubernur Sumatera
Utara.

- Presenter yaitu tempat jumpa pers
seluruh Dinas di lingkungan kerja
pemerintah  Propinsi  Sumatera
Utara.

- Pripiurum yakni untuk persentasi
kerja instansi dan instruksi lokal.

- Pronovis yakni melayani informasi-

informasi pada masyarakat.

Layanan informasi antar instansi
antara lain melayani bako humas,

KIM (Kelompok Informasi
Masyarakat).

Media layanan informasi yang
dimiliki Bainfokom Sumatera Utara
antara lain:

a. Saiber media/baru. WWW.
Bainfokom SU. Co . ID).

b. Jurnal informasi harian

c. Infoprima vyaitu berupa tabloit

mingguan.
d. Televisi Sumut karena ini

membidangi infokom.
e. RRJ - Radio Pemerintah Propinsi

Sumatera Utara.
Menurut Kepala Bainfokom SU
menjelaskan bahwa: Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi badan yang
saya pimpin, maka saya berusaha
menjaga hubungan sebaik mungkin
dengan instansi pemerintah lain
dengan cara meningkatkan dan
memperbaiki  efisiensi  pelayanan
publik, serta memperlancar interaksi
antar lembagalembaga pemerintah,
baik ke pusat maupun di daerah
sebagai landasan untuk membentuk
kepemerintahan yang efektif, bersih,
dan berorientasi pada kepentingan
rakyat.

yang

Berdasarkan penjelasan dan
Kepala Bidang Hubungan Kelem-
bagaan menegaskan bahwa Bentuk-
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bentuk hubungan vyang dilakukan
Bainfokom SU dengan instansi lainnya
lebih  banyak bersifat hubungan
fungsional dalam artian karena adanya
kesamaan kepentingan dalam
pelaksanaan  tugas dan  fungsi
pemerintahan daerah dalam hal ini di

bidang komunikasi. Untuk itulah
diperlukan adanya suatu jaringan
komunikasi dan informasi di

lingkungan pemerintah daerah secara
terpadu.

Selanjutnya  menurut  salah
seorang staf bidang informasi dan
komunikasi  kemasyarakatan = men
jelaskan bahwa: Mengelimnasi
hambatan-hambatan  dalam  arus
informasi dalam masyarakat
merupakan bentak layanan yang
diberikan kepada masyarakat.

Disamping itu kantor Bainfokom tetap
merungkatkan ketersediaan informasi
dalam rangka peliyanan publik yang
diperlukan untuk memperbaiki
kehidupan sosial dan  ekonoini
masyarakat.

Selanjutya menurut Kepala
Bainfokom Sumatera Utara mengata-
kan bahwa: Kerjasama yang kami
lakukan bulan-bulan terakhir ini
dengan beberapa instansi pemerintah
yang lam dan masyarakat frekwensinya
cukup tinggi. Hal ini disebabkan
semakm dekatnya pelaksanaan Peinilu
2004, bahkan satu-satunya instansi
yang dipercayakan sebagai pusat
informasi  peinilihan umum adalah
kantor Bainfokom yang bekerjasama
dengan Komite Pemilihan Umum
Daerah Sumatera Utara. Kerja kami
yang lain inisalnya memberikan
bimbingan mengenai sosialisasi sistem
pemilihan umum, penerangan-
penerangan di pedesaan dengan
memutar layar tancap, menyebarkan
brosur dan tobloit mmgguan, serta
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mengutus beberapa staf ke daerah-
daerah sebagaio juru penerangan
khusus.

Kecanggihan teknologi komuni-
kasi dan informasi pada kenyataannya
belum menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, terutama bagi mereka yang
berada di pedesaan dan daerah
terpencil. Dalam hal ini media
tradisional masih memegang peranan
yang sangat penting dalam komunikasi.
Menurut Kepala Sub Bidang Media
Tradisional mengatakan bahwa:
Dibentuknya sub  bagian media
tradisional pada Bainfokom Sumatera
Utara karena pemerintah daerah
khususnya masih memandang media
tradisional sebagai alat komunikasi
kemasyarakatan yang efektif.
Bainfokom diharapkan akan dapat
menciptakan iklim yang kondusif bagi
berkembangnya media tradisional
untuk bersinergi dengan media-media
lain yang lebih modern dalam rangka
memperlancar arus komunikasi dan
informasi.

Kepala Sub Bidang Pembinaan
Pendapat Umum menjelaskan bahwa:

Badan Informasi dan Komunikasi
adalah jembatan emas yang berfungsi
sebagai perekat antara kelompok
pemerintah dan masyarakat. Badan ini
secara optimal menjadi pengikat
kebersamaan atau paling tidak sebagai
penjaga  kestabilan  jarak antara

pemerintah dan masyarakat agar tidak
terlalu renggang.

Masih berdasarkan penjelasan
Kepala Bainfokom Sumatera Utara
bahwa: Hubungan kantor Bainfokom
Sumatera Utara dengan instansi
pemerintah lainnya dapat dikelompok-
kan kedalam tiga bentuk keterjalinan
hubungan yaitu hubungan fungsional,
hubungan koordinatif, dan hubungan
pembinaan dan pengawasan.
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Didukung oleh data-data yang
didapat dan lokasi peneitian tepatnya
dan ruang Kepala Bidang Program
dijelaskan bahwa penjabaran bentuk
hubungan yang dilakukan Bainfokom
dengan instansi lain  maupun
masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Fungsional.

Hubungan fungsional ini terjadi
karena adanya kesamaan kepentingan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan tertentu, dalam hal ini
adalah di bidang komunikasi dan
informasi. Dalam hubungan ini perlu
dibangun suatu jaringan komunikasi
dan informasi di lingkungan
pemerintah pusat dan daerah secara
terpadu. Kementerian Komunikasi
dan Informasi dan Lembaga Informasi
Nasional dituntut untuk mampu
menjadi  “leading  sector dalam
pengembangan sistem informasi pada
setiap instansi baik di pusat maupun di
daerah melalui sosialisasi produk-
produk kebijakaanya serta pemberian
fasilitas dan asistensi yang strategis

bagi upaya mewujudkan  good
govermance.
b. Hubungan Koordinatif

Dalam rangka mewujudkan

suatu sistem informasi nasional yang
solid, maka setiap instansi pemerintah
baik pusat maupun daerah merupakan
simpul-simpul  informasi  sebagai
subsistem yang saling mendukung
dalam rangka pemberian pelayanan
kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dengan demikian setiap instansi
pemerintah  dituntut  meningkatkan
hubungan kerja dalam suatu jarmgan
informasi yang sistematik. Untuk itu
diperlukan suatu kerangka dan platform
yang  kompatibel  bagi  semua
kementrian, departemen, LPND, dan
lembaga pemerintah lainnya serta
pemerintah daerah. Di samping itu
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diperlukan pula penerapan standarisasi
bagi berbagai hal yang terkait dengan
penggunaan teknologi komunikasi dan
informasi secara luas. Hal yang tidak
kalah pentingnya adalah perlunya
membangun komitmen dan
kesepakatan ~ untuk  memperlancar
pertukaran dan penggunaan informasi
antar instansi  pemerintah.  Untuk
keperluan tersebut diperlukan
hubnngan koordinasi yang intensif dan
efektif antar instansi pemerintah baik di
pusat maupun di daerah.
c. Di era otonomi daerah saat ini.
Instansi pemerintah pusat lebih
banyak berperan dalam menjalankan
fungsi  perumusan  dan’penetapan
kebijakan yang difokuskan pada
norma, standar, kriteria, dan prosedur
sesuai dengan bidang kewenangan
masing-masing  instansi.  Adapun
pelaksanaan kebijakan yang bersifat
operasional diserakkan kepada
pemerintah daerah. Dalam Kkaitan
tersebut, agar tetap terjalin benang
merah antara kebijakan di pusat dan
pelaksanaan di daerah, maka ada suatu
mekanisme hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah yaitu berupa pembmaan dan
pengawasan atas  penyelenggaraan
pemerintah daerah. Hubungan
pembmaan dan pengawasan tersebut
telah diatur secara jelas dalam PP
Nornor 20 Tahun 2001 tentang
pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Demikian pula dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang komunikasi

dan informasi, maka kementerian
komunikasi dan informasi  serta
lembaga informasi nasional
mempunyai kewenangan untuk

melakukan pembinaan sesuai dengan
kewenangannya masing-masing ter-
hadap pemerintah daerah terutama
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perangkat daerah yang menangani
fungsi  komunikasi dan informasi.
Dalam PP Nomor 20 tahini 2001
ditegaskan bahwa pembinaan tersebut

dalam arti pemberian  pedoman,
bimbingan, pelatihan, arahan, dan
supervisi.  Adapun  pengawasannya
dilakukan  secara  represif  dan
fungsional dengan mekanisme
sebagainiana  telah  diatur  dalam

ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kepala Badan Informasi dan
Komunikasi sebagai seorang manajer
berusaha membentuk suasana
kekeluargaan, saling terbuka, saling
percaya. Kepala Bairifokom sering
memberi motivasi kepada staf maupun
pegawai di lingkungan badan. Dharma
(1985 9) menyatakan bahwa agar
suatau sistem kerja dapat berfungsi
dengan lancar, ia perlu dikoordinasi.
Koordinasi dapat dipandang sebagai
istilah yang mewakili peranan penyeia.
Para penyelia mengkoordinasi
pekerjaan staf dengan memberikan
pengarahan dan kepemimpinan.
Mereka juga memberikan bimbingan,
umpan balik dan motivasi.

Kepala  Bainfokom  dalam
pelaksanaan  manajerialnya  sering
mengadakan pembagian kerja, kepada
kepala-kepala bidangnya, Sekretariat
Badan maupun Kepala - kepala Sub
Bidang. Dalam pendelegasian tugas
Kepala Bainfokom mempertimbang-
kan, kemampuan/pengalaman bidang
yang ditanganinya, waktu yang
tersedia, dan kesanggupan orang yang
akan diberi tugas, dengan maksud agar
tujuan dapat dicapai dengan baik.

Sebelum melimpahkan
pekerjaan  kepada orang yang
dipercayainya, Kepala Bainfokom

biasanya menjabarkan tugas-tugas yang
akan dikerjakan  (job  analysis),
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sehingga penerima tugas tahu betul
tugas-tugasnya. Penerima  tugas
diwajibkan memberikan laporan mulai
dan proses sampai dengan akhir
kegiatan. Kepala Bainfokom Sumatera
Utara dalam menghadapi pegawai yang
dianggapnya loyal dan berpengalaman,
banyak memberikan kebebasan dan
banyak memberikan arahan, tetapi pada
yang kurang dedikasi dan rendah
Kinerjanya, banyak  memberikan
arahan-arahan dan dukungan untuk
pengembangannya, Hersey dan
Blanchard (1987: 87) menyatakan
bahwa peininipm harus memiliki
keluwesan pribadi dan memvariasikan
perilakunya, untuk menghadapi
bawahannya yang berbedabeda, karena
mereka perlu  penanganan  yang
berbeda-beda.

Hal ini sejalan dengan pendapat
Coach dan French dalam Hersey dan
Blanchard (1987: 93) ,bahwa pengikut
sertaan bawahan atau pegawai dalam
pengambilan  keputusan  cenderung
lebih efektif.

Masalah penegakkan disiplin
yang dilakukan Kepala Bainfokom
Sumatera Utara tidak terlalu Kkeras,
artinya jika ditemukan pegawai yang

kurang disiplin, maka dilakukan
melalui pendekatan persuasif. Di
samping itu Kepala Badan tidak

langsung memberikan hukuman, tetapi
melalui staf  khususnya  akan
mempelajari dan berusaha memahami
mengapa pegawai tersebut melakukan
pekerjaan yang demikian. Sebab-sebab
pegawai  melakukan  pelanggaran
disiplin  harus diperhatikan  dan
dipelajari.

Sikap  persahabatan  yang
ditunjukkan Kepala Bainfokom
ternyata membawa warna tersendiri
terhadap sikap dan perilaku pegawai.
Meskipun bersama-sama duduk di

EducanduM

Volume: VIII Nomor: 2 Edisi: Desember 2015

kantin yang terdapat di lingkungan

kantor  Bainfokom namun tidak
mengurangi rasa hormat pegawai
terhadap kepemimpinannya.

Diungkapkan oleh Kepala Bidang
Hubungan Kelembagaan bahwa:

Kami selalu duduk dan makan
bersama dengan Kepala Kantor kami,

bahkan beliau tidak segan.-segan
mengeluarkan koceknya untuk
mentraktir pegawai lain  meskipun

bawahannya. Biasanya habis makan dia
ngobrol-ngobrol dengan kami. Kami
memang merasa akrab tapi ada juga
segan-segannya sebab dia itukan atasan
Kita.

Kondisi yang diciptakan oleh
Kepala Bainfokom dalam membina
hubungan kerja dengan staf dan
bawahannya cukup efektif dalam
menciptakan kegairahan kerja diantara
pegawai.  Sebagainiana  dikatakan
Welsh N. Alexander ( 1983: 190)
bahwa seorang manajer  harus
mengambil sikap yang konstruktif dan
yakin, dan hendaknya berusaha
merukunkan pandangan orang dengan
pekerjaannya dan dengan kebijakan
perusahaan atau organisasi. la harus
siap untuk mempertunjukkan hubungan
pekerjaan dengan masa depan orang
itu, kelompok, perusahaan, masyarakat,
atau negara secara tepat. Kegairahan ini
akhirnya akan menular kepada orang
lain, dan walaupun la tidak
mendapatkan pengikut, stafnya akan
lebnth menghormatinya jika mereka
merasa  bahwa ia = memahami
kepercayaan dan perasaan mereka dan
ia bersedia untuk membicarakannya.

Telah dijelaskan pada bab
terdahulu  bahwa Kepala Badan
Informasi dan Komunikasi Sumatera
Utara sebagai seorang  manajer
adiministratif kantor berupaya

menyediakan sarana dan fasilitas
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kantor. Demikian juga hal-hal yang
berhubungan dengan tata ruangan dan
dekorasi kantor diupayakan sedemikian
rupa sehingga menciptakan
kenyamanan dan ketenteraman kerja
bagi staf-staf kantor.

Monitoring dan evaluasi
dilakukan terhadap seluruh
pelaksanaan  organisasi,  termasuk

Kepala-kepala Bidang beserta stafnya,
sarana dan prasarana, serta
manajemeanya. Dan hasil evaluasi
dapat diketahui kekurangan dan
kelebihan serta hambatan di kantor
Bainfokom dan hal ini berguna sebagai
umpan balik atau masukan dalam
menyusun rencana berikutnya, atau
dengan kata lain evaluasi pada Badan
Informasi dan Komunikasi Sumatera

Utara merupakan proses aktivitas
meneliti dan mengetahui  sampai
seberapa jauh pelaksanaan secara

menyeluruh organisasi kantor, dalam
mencapai tujuan atau rencana yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan kerja
pegawai Bainfokom dilakukan dengan
melihat  efektifitas dan efisiensi
pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS.
Tingkat  kesalahan kerja  dan
kedisiplinan kerja juga menjadi tolok
ukur bagi Kepala Bainfokom. Secara
umum, evaluasi pegawai berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10
tahun 1979  tentang  penilaian
pelaksanaan pekerjaan PNS. Hasil
penilaian PNS dapat dilihat pada Daftar
Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan
(DP3). Unsur-unsur yang dinilai dalam
DP3 vyaitu; (kesetiaan, (2) prestasi
kerja, (3) tanggung jawab, (4) ketaatan,
(5) kejujuran, (6) kerjasama, (7)
prakarsa, dan (8) kepemimpinan.

Dari wawancara dengan
seorang PNS pada Bidang Program
menjelaskan: Biasanya Kepala kantor
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menilai dan kerajinan, prestasi dan
penyelesaian tugas-tugas, tapi menurut
pengamatan  saya, unsure-unsur
sabjektif kerap juga mempengaruhi
hasil  penilaian. Misalnya saja,
pegawai yang dekat sama Kepala
biasanya penilaiannya bagus,
biasa.....Untuk kenaikan pangkat,
pakai penilaian DP3

Selanjutnya persoalan yang
berhubungan dengan pembinaan dan
peningkatan kesejahteraan PNS di
lingkungan Badan Informasi dan
Komunikasi Sumatera Utara cukup
diperhatikan oleh Kepala Bainfokom.
Adanya Koperasi Pegawai Negeri
ternyata cukup membantu pegawai
dalam mengatasi kesulitan-kesulitan
hidup mereka. Sebagaimana diakui
olen salah seorang pengurus KPN
Kantor Bainfokom Sumatera Utara
bahwa: Adanya Koperasi Pegawai
Negeri dalam bentuk Simpan Pinjam
ternyata sangat membantu para
anggota. Hal ini saya lihat dan
besarnya minat anggota memanfaatkan
jasa koperasi sinipan pinjam di kantor
ini. Balikan setiap bulan daftar
peininjam tidak sebandingan dengan
jumlah uang yang akan dipinjamkan.
Misalnya setiap bulan uang yang akan
dipmjamkan berjumlah dua puluh lima
juta, tetapi daftar anggota yang
mengajukan permohonan sampai 15
orang dengan total pinjaman mencapai
jumlah lima puluh juta. Jadi tidak
mungkin semuanya dapat dipenuhi.
Oleh sebab itu saya selaku bendahara
koperasi terpaksa menjelaskan kepada
mereka agar bersabar dan namanya
sudah dimasukkan dalam daftar tunggu
untuk bulan yang akan datang.
Begitulah  seterusnya yang sering
terjadi di koperasi kami ini.

Menurut salah seorang staff
bidang Program menjelaskan: Saya
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tidak hanya memperoleh pembinaan
kesejahteraan bidang jasmani saja
tetapi juga dalam bidang rohani dan
saya aktif mengikuti pengajian di
mushalla yang diadakan  sekali
seminggu. Banyak pengetahuan agama
dan siraman rohani saya teilma dalam
kegiatan itu. Bahkan saya sering
membaca buku-buku agama yang saya
peroleh baik melalui perpustakaan
maupun saya beli sendiri.

Hubungan antara Bainfokom
dengan instansi pemerintah lainnya
adalah suatu sarana yang cukup
mempunyai peranan yang menentukan
dalam rangka wusaha mengadakan
pembinaan pertumbuhan dan
pengembangan bidang informasi dan
komunikasi khususnya lembaga
kehumasyan di setiap kantor instansi

pemerintah.
Bainfokom Sumatera Utara
sebagai badan kehumasyan dan

lembaga penerangan di daerah tetap
berupaya melakukan publikasi tentang
berbagai kegiatan pembangunan di
Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan
pendapat Nawawi (1988: 73) bahwa
tugas badan kehumasyan sebenarnya
melakukan publikasi tentang kegiatan
organisasi kerja yang patut diketahui

oleh  pihak luar secara luas.
Kegiatannya dilakukan dengan
menyebarluaskan informasi dan

memberikan  penerangan-penerangan
untuk menciptakan pemahaman yang
sebaik-baiknya di kalangan masyarakat
luas mengerial tugas-tugas dan fungsi
yang diemban organisasi kerja tersebut,
termasuk juga mengenai kegiatan-
kegiatan yang sudah, sedang dan akan
dikerjakan berdasarkan volume dan
beban kerjanya.

Menurut Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi
Kemasyarakatan menyatakan bahwa:
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Bainfokom sebagai pusat informasi di
daerah Sumatera Utara menyebarkan
informasi yang berguna kepada
masyarakat, kepada lembaga
pemerintah lainnya. Tidak dibenarkan
menyampaikan informasi yang dapat
inenyesatkan masyarakat apalagi yang
berbau SARA atau informasi yang
dapat meninibulkan kesalahpahaman di
masyarakat. Kami berpijak pada data
yang benar dan akurat. Itulah sebabnya
saya melarang keras bilamana ada staf
saya yang memanfaatkan fasilitas dan
badan Bainfokom sebagai kepentingan
pribadi, organisasi politik atau yang
sejenisnya. Dan bila ketauan akan
dikenakan sanksi yang berat. Prinsip
kita adalah netralitas dan penjaga
kestabilan jarak antara pemeriantah dan
masyarakat.

Sebagai badan yang bertugas
aktif mempublikasikan pesan-pesan
kepada masyarakat Bainifokom tetap

mendorong masyarakat agar ikut
berpartisipasi dalam pembangunan.
Dikatakan Kepala Bainfokom

Sumatera Utara bahwa: Informasi yang
diberikan kepada masyarakat harus
bersifat mendorong timbulnya
keinginan untuk ikut berpartisipasi
secara wajar dan masyarakat. Saya
menekankan agar pemberitaan tidak

sekedar dilihat dan kepentingan
pemerintah, tetapi juga memper-
timbangkan dan pihak penerima

informasi. Dan dalam bidang Kkerja
kami bidang-bidang ini sudah dibagi ke
dalam beberapa sub bidang yaitu sub
bidang pembinaan pendapat umum,
informasi dan komunikasi, bidang
media tradisional dan bidang media-
media yang baru.

Semua tanggapan atau respons
dan masyarakat dengan adanya
publikasi  dan  informasi  akan
ditanggapi, dikaji ulang dan dianalisa.
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Hal ini sesuai dengan pendapat
Nawawi (1998 : 75) bahwa respons
yang timbul di kalangan masyarakat
sebagai feed-back dan informasi yang
disampaikan harus mendapat perhatian
sepenuhnya. Respons masyarakat dapat
berupa bentuk saran-saran, pendapat-
pendapat, kritik-kritik, keluhan-keluhan
dan pertanyaan-pertanyaan. Semua
respons itu harus disaring agar dapat
dipergunakan  untuk  memperbaiki
kegiatan-kegiatan dalam rangka
memenuhi harapan masyarakat.
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